BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Mengingat pembukaan rekening tabungan maupun deposito di bank
termasuk sebagai salah satu bentuk dari perikatan yang lahir dari
perjanjian. Persoalan mulai terlihat saat pihak bank menentukan
kategori perorangan dewasa yaitu sebatas berusia minimal 17 tahun
dan memiliki KTP tanpa dasar hukum yang jelas. Baik PBI Tentang
Prinsip Mengenal Nasabah maupun POJK, di dalamnya tidak ada
satu pasal pun yang mengatakan bahwa seseorang yang berusia 17
tahun dan telah memiliki KTP adalah seseorang yang telah dewasa
dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Kedua peraturan
tersebut hanya mensyaratkan nasabah perorangan untuk dapat
membuktikan identitas dirinya dengan menyertakan KTP saat
melakukan pembukaan rekening. Begitu pula dengan UU Adminduk
yang mengatur mengenai KTP, UU tersebut hanya mewajibkan WNI
dan WNA yang mempunyai izin tinggal tetap dan telah berusia 17
tahun untuk memiliki KTP. Bahkan dalam salah satu pasalnya
disebutkan bahwa KTP hanya sebatas identitas diri penduduk saja.

Dengan Kkebijakan bank yang mengatakan bahwa kategori
perorangan dewasa tanpa diwakili adalah memiliki batas usia
minimum 17 tahun, seharusnya perjanjian penyimpanan pembukaan
rekening yang dilakukan oleh nasabah perorangan yang berusia di
bawah 17 tahun menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Karena

apabila dikaitkan dengan peraturan tentang kedewasaan seperti
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KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012,
seseorang yang termasuk kategori dewasa dan dapat melakukan
perbuatan hukum adalah seseorang yang berumur 21 tahun
(KUHPerdata) atau 18 tahun (UU Jabatan Notaris dan SEMA
Nomor 7 Tahun 2012). Sebaliknya, seperti yang telah diuraikan
dalam bab sebelumnya, Ahmadi Miru mengatakan bahwa pihak
yang cakap membuat perjanjian tidak dapat mengemukakan
ketidakcakapan tersebut untuk menjadi alasan dalam permintaan
pembatalan perjanjian walaupun dirugikan karena hak untuk
meminta pembatalan perjanjian tersebut hanya diberikan kepada
pihak yang tidak cakap. Dalam hal ini berarti pihak bank tidak boleh
mengemukakan ketidakcakapan nasabah yang berusia di bawah 17
tahun sebagai dasar untuk menuntut pembatalan. Pembatalan
tersebut dapat dilakukan oleh nasabah yang berusia 17 tahun atau
wakilnya. Apabila perjanjian pembukaan rekening yang dilakukan
oleh nasabah yang berusia di bawah 17 tahun tetap diadakan
sedangkan tidak jelas dasar hukum apa yang digunakan untuk
menentukan kategori perorangan dewasa tersebut, tentu akan

menimbulkan ketidakpastian hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka

penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah:
Perlu penegasan mengenai ketentuan usia dewasa dengan batas

minimal 18 tahun dalam suatu Undang-Undang terkait Perbankan.
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2. Bagi pihak bank:
Mengingat pembukaan rekening termasuk ke dalam perjanjian, maka
seharusnya pihak bank tunduk pada ketentuan berlaku yang
mengatur perjanjian.

3. Bagi nasabah:
Apabila nasabah perorangan belum mencapai 17 tahun dan memiliki
KTP, sebaiknya nasabah diwakili oleh seseorang yang dewasa secara

hukum baik itu orang tua atau wali yang sah.
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